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ABSTRACT 

Optimizing the One Stop Integrated Service (PTSP) for Community 

Satisfaction at KANWIL Ministry of Religion, Central Java. The final report of 

MB-KM aims to explain service activities at the One Stop Integrated Service at the 

Regional Office of the Ministry of Religion of Central Java. This report also aims 

to find out the problems and obstacles in service activities that affect community 

satisfaction with the services provided. To meet research needs, observations, 

documentation and interviews have been carried out during internships at the 

Regional Office of the Ministry of Religion in Central Java. Various problems have 

been found during the internship activities so that in the end the author raises issues 

related to the lack of optimal One-Stop Service activities. Service problems related 

to service flow that are not in accordance with SOP, lack of public understanding 

of online services and lack of clarity regarding time certainty greatly hinders service 

activities, so that it can affect service user satisfaction. Regarding these problems, 

it can be overcome by increasing the performance discipline of employees and 

providing sanctions for employees who are not disciplined in providing services. 

Agencies also need to improve service websites and provide outreach to the public 

so they are not confused anymore when they want to submit their service needs. 

Keywords : Service quality, standard operating procedures, community satisfaction 
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ABSTRAK 

Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terhadap Kepuasan 

Masyarakat di KANWIL Kementerian Agama Jawa Tengah. Laporan akhir 

MB-KM ini bertujuan untuk menjelaskan aktivitas pelayanan pada Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. Laporan 

ini juga bertujuan untuk mengetahui permasalahan serta hambatan dalam kegiatan 

pelayanan yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan. Untuk memenuhi kebutuhan penelitian, telah dilakukan observasi, 

dokumentasi dan wawancara selama kegiatan magang di Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Jawa Tengah. Berbagai permasalahan telah ditemukan selama 

menjalankan kegiatan magang hingga pada akhirnya penulis mengangkat 

permasalahan terkait kurang optimalnya aktivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Permasalahan pelayanan terkait dengan alur pelayanan yang tidak sesuai dengan 

SOP, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan online serta 

kurangnya kejelasan terkait kepastian waktu sangat menghambat aktivitas 

pelayanan, sehingga dapat mempengaruhi kepuasan pengguna layanan. Terkait 

permasalahan tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan kedisiplinan kinerja 

terhadap pegawai serta memberikan sanki terhadap pegawai yang tidak disiplin 

dalam memberikan pelayanan, instansi juga perlu meningkatkan website pelayanan 

dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak bingung lagi ketika ingin 

mengajukan kebutuhan layananya. 

Kata kunci : Kualitas pelayanan, standar operasional prosedur, kepuasan 

masyarakat 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini perkembangan transformasi media digital sangat 

pesat. Sehingga menuntut kita untuk beradaptasi dan lebih kreatif dalam 

menanggapi dan memberikan informasi yang diperlukan. Seperti yang 

didefinisikan bahwa teknologi digital merupakan teknologi yang meninggalkan 

tenaga manual atau tidak menggunakan tenaga manusia dan lebih mengutamakan 

sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi (Dalimute et al., 

2017). Kebutuhan informasi yang tinggi menuntut masyarakat pada harapan yang 

cepat dalam menyajikan informasi sehingga masyarakat dapat dengan mudah 

mengambil keputusan terkait dengan kepentinganya dan menjadikan masyarakat 

lebih cepat tanggap terhadap permasalahan yang sedang terjadi, sehingga tidak 

mengalami kesulitan untuk mencari informasi dan menjadikan internet sebagai 

media untuk memenuhi kebutuhanya (宗成庆, n.d.).  

Pelayanan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi semua kalangan 

masyarakat oleh karena itu peningkatan kualitas pelayanan sangat penting 

mengingat pelayanan dibidang pemerintahan sangat besar peranannya terutama 

karena menyangkut kepentingan umum dan kepentingan masyrakat secara 

keseluruhan. 

Seiringl dengan berkembangnyal zaman dan teknologil pada saatl ini, tentunyal 

tuntutan masyarakatl juga semakinl meningkat. Salah satunya dalam hall pelayanan, 
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masyarakatl menginginkan pelayananl yang lmudah, cepat danl murah. Tujuanl utama 

daril pelayanan ini adalahl untuk menciptakan kepuasan lmasyarakat. Kepuasan 

dapat tercapail apabila pelayananl yang diberikanl dapat memenuhi harapan 

masyarakat danl sesuai denganl standar yangl ditetapkan. Tujuan penetapan lstandar 

pelayanan adalah untukl memberikan kepastian, meningkatkanl kualitas danl kinerja 

pelayananl sesuai kebutuhanl masyarakat sehinggal mendapatkan lkepercayaan dari 

lmasyarakat. Kualitas pelayananl menjadi pentingl karena dapatl dijadikan sebagai 

penilaianl terhadap pelayanan yangl diberikan instansi yangl dapat mempengaruhi 

kepuasan konsumen. 

Pelayanan yang berkualitas merupakan pelayananl yang dapat lmemenuhi 

standar kualitasl pelayanan. Standarl pelayanan adalahl tolak ukurl yang ldigunakan 

sebagai pedomanl penyelenggaraaan pelayanan kepadal masyrakat dalaml rangka 

pelayananl yang lberkualitas, cepat, mudahl terjangkau danl terukur. lMenurut 

Departemen Dalaml Negeri Pengembanganl Kelembagaan Pelayananl Terpadu lSatu 

Pintu, (2004l) “Pelayanan Publikl adalah Pelayananl Umum” sedangkan ldefinisi 

pelayanan umuml adalah suatul proses bantuanl kepada orangl lain denganl cara 

tetentu danl hubungan interpersonall akan tercipta kepuasanl dan lkeberhasilan. 

Menurut Ibrahiml & lThawil (2019) mengungkapkanl bahwa Kualitasl pelayanan 

publikl merupakan suatul kondisi dinamisl yang berhubunganl dengan lproduk, jasa, 

lmanusia, proses danl lingkungan dimanal penilaian kualitasnyal ditentukan padal saat 

terjadinyal pelayanan publikl tersebut (Hendrawan et al., 2020). 

Perubahanl dan perkembanganl teknologi di instansi membawal dampak lyang 

cukup lbesar. Salah satul perkembangan teknologil tersebut adalahl perkembangan 
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akan pelayanan yang dapat diakses dimana saja melalui website dengan mudah dan 

cepat. Perkembangan teknologi menjadikan instansi berlomba-lomba dalam 

memberikan layanan terbaik demi menciptakan sebuah kepuasan terhadap 

masyarakat (Al Amin & Realize, 2019).  

Paradigma penyelenggaraanl pemerintahan denganl reformasi birokrasil untuk 

mencapail tata kelolal pemerintahan yangl baik. Reformasil birokrasi lmencakup 

delapan areal perubahan utamal pada instansil pemerintahan di pusatl dan ldaerah, 

meliputi lorganisasi, tata llaksana, peraturan perundangl undangan, sumberl daya 

lmanusia, aparatur, lpengawasan, akuntabilitas dan pelayananl publik. lPelayanan 

publik sebagail salah satul agenda nasionall reformasi birokrasil diarahkan lkepada 

perubahan mendasarl untuk merubahl stigma pelayananl publik pemerintahanl yang 

selamal ini dikeluhkanl oleh masyarakatl menjadi pelayananl berkualitas. Hal lini 

menjadi dasar pemikiranl bagi pemerintahan untukl melakukan lpembenahan 

kualitas pelayanan website denganl menerapkan modell WEBQUAL sebagai inovasi 

dan terobosan baru yang dilaksanakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan 

berbasis website khususnya terkait dengan pelayanan pengajuan permohonan. 

Pelayanan dalam bidang pemerintahan diera Presidenl Jokowi lmenekankan 

kepada kepalal daerah untukl mempermudah serta memeberikan pelayananl yang 

lcepat, tepat danl akurat kepadal masyarakat. Dasarl pelayanan telahl diatur dalam UUl 

No. 22l Tahun 1999l yang kemudianl diubah lUU No. 32l Tahun 2004l pemerintah 

daerahl berwenang untukl mengatur danl mengurus sendiril urusan lpemerintahan 

menurut asasl dan tugasl pembantuan. Pemberianl otonomi luasl kepada ldaerah 

diarahkan untukl mempercapat terwujudnya kesejahteraanl masyarakat lmelalui 
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peningkatan kualitas pelayananl terhadap lmasyarakat. Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP) di Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah adalah kantor yangl 

mempunyai tugasl dan fungsil memberikan berbagail macam pelayanan permohonan 

untukl daerah danl masyarakat Jawa Tengah. Dengan melaluil Kantor Kementerian 

Agama diharapkan pelayananl permohonan dilaksanakan sesuail dengan asasl dan 

kepastian lhukum, tertib penyelenggaraanl negara dan lproporsionalitas. Jasa ataul 

pelayanan adalahl tindakan ataul perbuatan yangl dapat ditawarkanl oleh satul pihak 

kepadal pihak lainl yang padal dasarnya bersifatl intangible (tidakl berwujud lfisik) 

dan tidakl menghasilkan kepemilikanl sesuatu (Yulianingsih et al., 2019) 

Berdasarkanl Undang-Undangl pelayanan terpadul satu pintul No. l97 ayat l1 

tahun 2014l disebutkan bahwa pelayananl terpadu satul pintu (PTSP) adalahl service 

yangl diberikan pelayanan publikl berdasarkan integritas, dengan prosedur 

pemrosesan yang sama dengan memulai pengajuan kebutuhan yang diinginkan. 

Kegiatanl pelayanan terpadul satu pintul di Kementerianl Agama Jawa Tengah telahl 

berbasis lteknologi. Dimana setiapl masyarakat memilikil kebebasan untukl dapat 

mengaksesl pelayanan publikl dimanapun danl kapanpun. Penyelenggaraanl 

pelayanan terpadul satu pintul pada pelaksanaanya secaral bertahap telahl membawa 

perubahanl pelayanan permohonan lebihl sederhana. Akanl tetapi masalah ldan 

hambatan masihl ada seperti kurangl efektif danl efisiennya penyelenggaraanl 

pelayanan kepadal masyarakat ataul kepastian atasl pelayanan permohonan lbelum 

jelas danl lain lsebagainya. Permasalahan danl keluhan masyarakatl mengenai 

pelayanan terpadu satu pintu ini tidak lain hal mengenai pendaftaran melalui 

website.  
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Banyak lembaga yang memperbaiki sistem pelayanan dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta kepuasan 

terhadap masyarakat. Faktor yang mendukung sistem pelayanan tersebut adalah 

website. Website dapat menyajikan informasi dengan mudah dan cepat tanpa 

melalui media cetak. Website dapat diakses dengan mudah melalui telepon 

genggam dan komputer (Tuti Alfiani et al., 2019). 

Websitel merupakan suatul metode untukl menampilkan informasil di internetl 

yang interaktifl dan mempunyail kelebihan untukl menghubungkan antara dokumenl 

dengan dokumenl lainya yang dapatl diakses melaluil browser. Websitel berperan 

penting dalam hal pelayanan, denganl adanya perpaduanl teknologi denganl layanan 

melaluil sebuah website, membuatl penyediaan informasil menjadi lebihl cepat dan 

efektif  (Website et al., n.d.). Sebagai dampak positif dari penggunaan teknologi 

digital ini, instansi atau organisasi perusahaan dapat mencapai keberhasilan dalam 

mengoptimalkan sumber daya, efisiensi kerja karyawan, mengurangi biaya, 

meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

Digitalisasi yang mendorong banyaknya peluang juga memberi tekanan pada 

instansi atau perusahaan untuk mencerminkan strategi saat ini dan mengeksplorasi 

peluang pekerjaan baru (Rachinger et al., 2019). 

Dalaml hal inil pengguna memegangl peran pentingl dalam penggunaan ldan 

pemanfaatan lteknologi. Kualitas websitel sangat berpengaruhl terhadap kepuasaan 

penggunanyal itu lsendiri, karena semakin tinggil kualitas websitel dan sesuai dengan 

standar operasional prosedur (SOP) maka akan semakin banyak pengguna yang 

mengaksesnya (Luis & Moncayo, n.d.). 
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Setiap organisasi atau instansi di Indonesia pasti l mempunyai lpedoman 

pelayanan ataul Standar Operasionall Prosedur (lSOP). Hubungan SOPl pelayanan 

denganl kepuasan konsumenl sangat berkaitanl karena apabila Standarl Operasional 

Prosedurl (SOP) dijalankanl sesuai denganl pedoman yangl dibuat olehl atasan, maka 

konsumenl akan merasal puas denganl pelayanan yangl diberikan. SOP merupakan 

sekumpulan prosedur operasional yang digunakanl sebagai pedomanl atau lacuan 

untuk melaksanakanl tugas dan menilai pekerjaanl sesuai denganl fungsi yang 

berjalan secara efektif dan sistematis. Denganl adanya SOPl membuat semua 

kegiatanl dapat terancangl dengan baikl dan berjalanl sesuai yang diharapkan. SOPl 

dapat diartikan sebagail dokumen yangl menjabarkan kegiatan operasionall yang 

dilakukanl setiap hari denganl tujuan agarl pekerjaan berjalanl dengan baik dan 

konsisten agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk  mencapai suatu 

tujuan instansi membuat rancanganl berupa SOPl yang akanl menjadi lpedoman 

dalam melakukanl aktivitas dan meminimalisirl kesalahan (Gabriele, 2018). SOPl 

yang baikl apabila SOP yangl mampu menjadikanl arus kerjal karyawan menjadi 

lebih lbaik, menjadi anutan atau pacuan terhadap karyawan baru, dan pengehamatan 

lbiaya, memudahkan pengawasanl serta koordinasil yang baikl dengan sub bidang 

lainnya.  

Kanwill Kementerian Agamal Jawa Tengah Sebagai salahl satu linstansi 

pemerintah yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam hal melayani seperti 

perizinan belajar bagi PNS, pelayanan legalisir ijazah, perizinan pendirian pondok 

pesantren, perizinan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah, permohonan 

rohaniawan, permohonan sertifikasi halal, permohonan pensiun PNS dan lain 
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sebagainya. Dalam proses pelayanaan ini instansi sudah menggunakan sistem 

website sehingga masyarakat yang ingin mengajukan kebutuhanya tidak perlu lagi 

untuk datang langsung ke kantor. Karena banyaknya sub bagian yang ada di dalam 

kantor tidak memungkinkan untuk menemui satu per satu masyarakat yang 

mengajukan layananya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang memadukan 

dengan sistem layanan yang menjadikan lebih mudah dan cepat agar terciptanya 

kepuasan terhadap konsumen. 

Kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang terhadap apa 

yang mereka dapatkan setelah merasakan kinerja atau hasil yang telah diharapkan 

(Mukti, 2017). Kepuasan masyarakat dapat tercapai apabila memenuhi kebutuhan 

dan harapanya. Sebagai instansi pemerintahan berupaya semaksimal mungkin 

dalam memberi layananya kepada masyarakat agar merasa puas dengan kinerja 

(hasil) yang diberikanya. Semakinl tinggi tingkatl kepuasan konsumen makal akan 

memberikan keuntunganl yang besarl pada instansi atau perusahaan sehingga citra 

yang terbentuk pun baik dimata lmasyarakat. Pemberian pelayananl sesuai ldengan 

standar yangl ditetapkan merupakan impianl masyarakat terhadapl pemberian 

layanan yangl dilakukan olehl instansi lpemerintah. 

Padal dasarnya tercapainyal pelayanan yang sempurnal akan lmendorong 

terciptanya kepuasanl masyarakat. Pelayanan melalui sebuah website merupakan 

sarana untuk mewujudkan kepuasan pengguna dalam mengakses layananya. 

Semakin tinggi tingkat pelayananya, makal akan semakinl banyak penggunal yang 

mengaksesl melalui website ltersebut. Maka dari itu, Kanwil Kementerian Agama 

Jawa Tengah harus mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan 
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menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna 

terciptanya kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan. 

1.2. Tujuan Penulisan Laporan Magang 

Tujuan magang yang saya lakukan dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka merupakan sebuah proses pembelajaran secara praktik di Kantorl Wilayah 

Kementerianl Agama Jawal Tengah. Daril proses pembelajaran tersebut penulis 

menemukan topik Optimalisasi Pelayananl Terpadu Satul Pintu (lPTSP) terhadap 

Kepuasan Masyarakat di Kanwill Kementerian Agama Jawa lTengah. Dari topik 

tersebut penulis melakukan pengkajian secara mendalam dengan tujuan ; 

1)  Solusi terbaik dari setiap permasalahan agar kegiatan pelayanan online 

melalui website maupun offline di Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjalan 

secara optimal agar terciptanya rasa kepuasan terhadap konsumen.  

2)  Mengetahui standar operasional prosedur padal pelayanan terpadul satu lpintu 

agar pelayanan di Kanwill Kementerian Agama Jawa lTengah berjalan sesuai 

SOP yang ditetapkan. 

3)  Mematuhi standar operasional prosedur agar alur pelayanan di Kanwil 

Kementerian Agama Jawa Tengah tidak berbelit-belit. 

1.3. Sistematika Laporan 

Penyusunan laporan magang ini terdiri dari beberapal bab danl sub-babl yang 

masing-masing menjelaskanl hal yang berbeda. Adapunl sistematika sebagai 

lberikut. 
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1.3.1.  BAB I Pendahuluan 

Menjelaskanl secara umuml gambaran magang yang dilakukan, permasalahanl 

dan tujuanl magang. Sertal menjelaskan mengenai sistematikal penyusunan 

laporan magang. 

a. Latar Belakang 

Menguraikan alasan dari pemilihan topik yang dipilih berdasarkan 

permasalahan atau keunikan perusahaan. 

b. Tujuan Magang 

Menjelaskan hal-hal yang akan diuraikan dalam bab analisis. 

c. Sistematikal Laporan 

Menguraikanl bab danl sub-babl dalam laporanl magang. 

1.3.2. BAB II Profil Organisasi dan Aktivitas Magang 

Menguraikan profill organisasi tempatl magang (lapabila diijinkan) ldan 

menjelaskan kegiatanl yang di lakukan mahasiswal selasa proses lmagang.  

a. Profill Organisasi 

Apabila diijinkanl oleh perusahaanl maka akanl dimasukan sub-babl profil 

organisasil tempat lmagang. Dengan menguraikanl profil organisasil yang 

menjadil konteks daril topik yangl dipilih. 

i. Gambaran Umuml Organisasi 

Menggambarkanl dan mengenalkanl organisasi tempatl magang 

ii. Tugas dan Fungsi Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah 

Menyebutkan tugas dan fungsi organisasil tempat lmagang. 
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iii. Visi, lMisi, Tujuan Organisasi 

Menyebutkan lvisi, misi dan tujuan lorganisasi. 

iv. Struktur Organisasi 

Menggambarkan struktur organisasi tempat magang. 

b. Aktivitas Magangl 

Menguraikan seluruhl aktivitas yangl dilakukan selamal magang. 

1.3.3. Bab III Identifikasi Masalah 

Mengidentifikasi masalah yang ada dan memilih beberapa masalah yang 

paling penting untuk dipecahkan. 

1) Alur pelayanan tidak sesuai 

2) Kurang pemahaman masyarakat terhadap pelayanan online 

3) Kurangnya kejelasan terkait kepastian waktu 

1.3.4.  Bab IV Kajian Pustaka 

Babl ini akanl menguraikan teoril-teori yangl digunakan untukl membahas 

masalah penting yang dipilih sesuai topik. 

1.3.5.  Bab V Metoda Pengumpulan dan Analisis Data 

Bab inil akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengumpulanl data serta 

menganalisisnya. 

1.3.6.  Bab VI Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang menguraikan kembali permasalahan atau kasus yang 

dibahas, kemudian mahasiswa diminta untuk menganalisis permasalahan 

dengan metode yang sesuai dengan cara membandingkan teori dengan kasus 

yang diangkat. 
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1.3.7.  Bab VII Kesimpulan dan Rekomendasi 

Bab ini berisi tentang kesimpulan mahasiswa terhadap permasalahan yang 

dianalisis dan memberikan rekomendasi untuk tempat magang baik staf 

maupun atasan perusahaan tentang kelemahan atau kekurangan yang 

dirasakan mahasiswa selama aktivitas magang. 

1.3.8.  Bab VII Refleksi Diri 

Bab ini merupakan manfaat atau hal-hal positif yang dirasakan penulis ketika 

melakukan kegiatan magang, pesan dan kesan apa yang dapat diambil untuk 

dijadikan pelajaran kedepanya, menjabarkan manfaat magang terhadap soft-

skills dan kekuranganya. 
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BAB II  

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG 

2.1. Profil Organisasi 

2.1.1. Gambaran Umum Organisasi 

Kementerianl Agama merupakan kementerianl yang bertugasl untuk 

menyelenggarakanl fungsi pemerintahanl dalam pembimbinganl dan pengelolaanl 

fungsi administratifl dari kegiataan keagamaanl di lIndonesia. Kantor Wilayah 

Kementerian Agamal Jawa Tengahl dipimpin oleh H. lMusta’in lAhmad, S.H, M.H 

yang dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya. Dalam 

menjalankan tugas-tugas kedudukannya bertanggung jawab kepada Presiden 

Indonesia Jowo Widodo. Kementerianl Agama ataul biasa disingkat (lkemenag) 

merupakan Kementerian dalaml Pemerintahan Indonesia yang membidangil urusan 

lagama. Terdapat 36 kantor kementerianl agama di Provinsil Jawa lTengah. Kantor 

Wilayahl Kementerian Agamal Jawa Tengahl beralamat di Jl Sisingamangarajal No. 

5 Semarang. Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah memilikil tugas 

menyelenggarakanl urusan pemerintahanl di bidangl agama untukl membantu 

Presidenl dalam menyelenggarakanl pemerintahan lnegara. 

 

2.1.2. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah 

Dalam melaksanankan tugas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa 

Tengah menyelenggarakan fungsi-fungsi meliputi : 
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1) Perumusan danl penetapan lvisi, misi, danl kebijakan teknisl dibidang 

pelayanan danl bimbingan kehidupanl beragama kepadal masyarakat ldi 

provinsi. 

2) Pelayanan, bimbinganl dan pembinaanl dibidang haji danl umrah 

3) Pelayanan, bimbinganl dan pembinaanl dibidang pendidikan lmadrasah, 

pendidikan agamal dan lkeagamaan. 

4) Pembinaanl kerukunan umatl beragama. 

5) Perumusan kebijakanl teknis dibidang pengelolaanl administrasi ldan 

informasi. 

6) Pengkoordinasian lperencanaan, pengendalian, lpengawasan dan levaluasi 

program danl 

7) Pelaksanaanl hubungan denganl pemerintah ldaerah, instansi lterkait, dan 

lembagal masyarakat dalaml rangka pelaksanaanl tugas kementerianl di 

lprovinsi.  

Dalam proses pencapaian fasilitasi peningkatan mutu layanan terpadu satu 

pintu, Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah memiliki kepala bidang 

fungsional yang bertugas pada bidang masing-masing. Sebagai lembaga yang 

bersifat pelayanan publik dibidang pendidikan agama yang melakukan tugas dan 

kewajibanya menggunakan nilai-nilai keagamaan, pelayanan di Kantor wilayah 

Kementerian Agama Jawa Tengah sebagian besar berupa pelayanan terhadap 

masyarakat jawa tengah. Pelayanan yang diberikan berupa perizinan dan non 

perizinan.  
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Untuk merealisasikan efisiensi serta kemudahan dalam pelayanan, Kanwil 

Kementerian Agama Jawa Tengah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu 

dimana pelayanan ini adalah pelayanan pertama yang akan membantu konsumen 

dalam mengurus berkas berkas dan akan diteruskan kepada kepala bidang masing-

masing tidak hanya itu penerapan pelayanan secara online juga dilakukan agar 

mempermudah konsumen dalam mengajukan berkas berkas yang di butuhkan dan 

dapat diakses melalui website resmi KEMENAG.  

Pelayanan secara online dapat merubah segalanya dari mulai tata skema 

pelayanan kepegawaian ataupun Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam 

memperbaharui skema tersebut maka standar pelayanan harus ditingkatkan sama 

halnya peningkatan kualitas pelayanan melalui website. Dalam pengubahan skema 

pelayanan yang dapat diaskes secara online perlu adanya koordinir dari setiap 

fungsi oleh sebab itu fungsi pelayanan terpadu satu pintu serta pelayanan online 

karena Standar Operasional Prosedur (SOP) salah satunya melayani pelayanan 

internal dalam Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah. Dalam pelayanan 

terpadu satu pintu ini yang menjadi fokus untuk diteliti lebih dalam adalah 

keterkaitan antara kualitas website dan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

dengan kepuasan masyarakat. 
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2.1.3. Visi, Misi dan Tujuan 

a. Visi  

Terwujudnyal masyarakat Jawal Tengah yangl taat lberagama, rukun, lcerdas 

dan sejahteral lahir batinl dalam rangkal mewujudkan Indonesial yang 

lberdaulat, mandiri danl berkepribadian berlandaskanl gotong lroyong.  

b. Misi  

1) Meningkatkanl pemahaman danl pengamalan ajaranl agama 

2) Memantapkan kerukunanl intra danl antar umatl beragama 

3) Menyediakan pelayananl kehidupan bergama yangl merata ldan 

berkualitas  

4) Meningkatkan pemanfaatanl dan kualitasl pengelolaan lpotensi ekonomi 

keagamaanl  

5) Mewujudkanl penyelenggaraan ibadahl haji danl umrah lyang berkualitas 

danl akuntabel 

6) Meningkatkan aksesl dan kualitasl pendidikan umuml berciri lagama, 

pendidikan agamal pada satuanl pendidikan lumum, dan lpendidikan 

keagamaan. 

7) Mewujudkan tatal kelola pemerintahan yangl bersih, akuntabell dan 

terpecaya.   

c. Tujuan  

Tujuan dalam dibentuknya Kementerian Agama adalah sebagian besar 

umat di Indonesia beragama. Sehingga warga merasa urusan kegamaan 

tidak mendapat pelayanan yang baik dimasa penjajahan.  
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2.1.4. Struktur Organisasi 

Susunan struktur organisasi pada Kantorl Wilayah Kementerianl Agama lJawa 

Tengah berdasarkanl Peraturan Menteril Agama No. 19l Tahun 2019l tentang 

Organisasil Tata Kerjal Vertikal Kementerian lAgama. Kanwil Kementerian lAgama 

Jawa Tengahl mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari : 

1) Kepala Kantor Wilayah 

Kepala kantor wilayah mengepalai Kantor Kementerian Agama Jawa 

Tengah yang mempunyail tugas pokokl dalam melaksanakan tugasl umum 

pemerintahanl dalam lmemimpin, mengkoordinasikan, danl mengendalikan 

seluruhl kegiatan padal Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. 

2) Kepala Bagianl Tata Usahal 

Bagian tatal usaha melakukanl koordinasi penyusunan rencana, perumusanl 

kebijakan teknisl serta pelaksanaan pelayananl dan pembinaanl administrasi 

keuanganl dan barangl milik negaral dibagian Kantor Wilayahl Kementerian 

lAgama Jawa Tengah. 

3) Kepala Bidangl Urusan Agamal Islam danl Pembinaan Syariahl 

Bidang urusanl Agama Islaml dan pembinaanl syariah lmelaksanakan 

pelayanan, lbimbingan, pembinaan dil bidang lurusan Agama lIslam, 

pembinaan syariahl dan kepenghuluan, serta pengelolaanl sistem linformasi 

di bidang urusan Agamal Islam danl pembinaan syariahl berdasarkan 

kebijakanl teknis yangl ditetapkan olehl Kepala Kantorl Wilayah 

Kementerianl Agama Jawa Tengah. 
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4) Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat & Wakaf 

Bidangl penerangan Agamal Islam, zakatl dan wakafl melaksanakan 

pelayanan, lbimbingan, pembinaan dibidang peneranganl dan lpenyuluhan 

Agama lIslam, kemitraan umatl dan publikasil dakwah, haril besar lIslam, 

seni budayal Islam, musabaqahl Al-lQur’an danl Al-lHadits, zakat ldan 

waqaf, serta pengelolaanl sistem informasil di bidang penerangan lAgama 

Islam, pemberdayaan zakatl dan wakafl berdasarkan kebijakan teknis yang 

ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Jawa Tengah. 

5) Kepala Bidang Pendidikan Madrasah 

Bidang pendidikan madrasah melaksanakanl pelayanan, lbimbingan, 

pembinaan dil bidang kurikuluml dan levaluasi, pendidik danl tenaga 

lkependidikan, sarana lprasarana, pengembangan potensil siswa ldan 

pengelolaan sisteml informasi di bidang pendidikanl madrasah lberdasarkan 

kebijakan teknisl yang ditetapkanl oleh Kepalal Kantor lWilayah 

Kementerian Agamal Jawa Tengah. 

6) Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 

Bidangl pendidikan diniyah danl pondok pesantrenl melaksanakaan 

pelayanan, lbimbingan, pembinaan dil bidang kurikuluml dan levaluasi, 

pendidik danl tenaga lkependidikan, sarana lprasarana, pengembangan 

potensil siswa danl pengelolaan sisteml informasi di bidang lpendidikan 

diniyah dan pondokl pesantren berdasarkanl kebijakan teknisl yang 

ditetapkanl oleh Kepalal Kantor Wilayahl Kementerian Agamal Jawa 

Tengah. 
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7) Kepala Bidangl Pendidikan Agamal Islam 

Bidangl pendidikan Agamal Islam  melaksanakanl pelayanan, lbimbingan, 

pembinaan dil bidang kurikuluml dan levaluasi, pendidik danl tenaga 

lkependidikan, sarana lprasarana, pengembangan potensil siswa, ldan 

pengelolaan sisteml informasi di bidang pendidikanl Agama Islaml pada 

lPAUD, SD/lSDLB, SMP/lSMPLB, SMA/lSMALB/SMK. 

8) Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah 

Bidang penyelenggara haji dan umrah memiliki tugas dan fungsi seperti, 

melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan dibidang pendaftaran, 

dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaanl 

keuangan lhaji, pembinaan jamaah hajil dan lumrah, serta lpengelolaan 

sistem informasil haji danl umrah berdasarkanl kebijakan teknisl yang 

ditetapkanl oleh Kepalal Kantor Wilayahl Kementerian Agamal Jawa 

Tengah. 

9) Pembimbing Masyarakat Kristen 

Dalam melaksanakan tugas, bimbinganl masyarakat lKristen melaksanakan 

lpelayanan, administrasi, bimbingan, lpembinaan, perumusan kebijakanl di 

bidangl urusan lagama, pendidikan agamal dan keagamaanl Kristen. 

10) Pembimbing Masyarakat Katolik 

Dalam melaksanakan tugas, bimbingan masyarakat Katolik 

melaksanakan pelayanan, administrasi, bimbingan, pembinaan, 
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perumusanl kebijakan dil bidang urusanl agama, pendidikanl agama ldan 

keagamaan lKatolik. 

11) Pembimbing Masyarakat Hindu 

Dalam melaksanakan tugas, bimbingan masyarakat Hindu melaksanakan 

pelayanan, administrasi, bimbingan, pembinaan, perumusanl kebijakan ldi 

bidang urusanl agama, pendidikanl agama danl keagamaan lHindu. 

12) Pembimbing Masyarakat Buddha 

Dalam melaksanakan tugas, bimbingan masyarakat Buddha 

melaksanakan pelayanan, administrasi, bimbingan, pembinaan, 

perumusanl kebijakan ldi bidang urusanl agama, lpendidikan agama, ldan 

keagamaan lBuddha. 

 

 

Sumber : website kemenag.go.id 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi  
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2.2. Aktivitas Magang 

2.2.1. Deskripsi Kegiatan Magang 

Berikut ini merupakan kegiatan magang di Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Jawa Tengah : 

i. Masuk pukul 7.30 WIB  

ii. Istirahat pada pukul 12.00 – 13.00 WIB 

iii. Pulang pada pukul 16.00 WIB  

Tabel 2. 1 Jam Kerja 

Hari Kerja Jam Kerja 

Senin-Kamis − 07.30 – 12.00 WIB (masuk) 

− 12.00 – 13.00 WIB (istirahat) 

− 13.00 – 16.00 WIB (masuk) 

− 16.00 - ……. WIB (pulang) 

Jumaat − 07.30 – 11.30 WIB (masuk) 

− 11.30 – 13.00 WIB (istirahat) 

− 13.00 – 16.30 WIB (masuk) 

− 16.30 - …... WIB (pulang) 
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2.2.2. Penjelasan Kegiatan Magang  

2.2.2.1. Kegiatan magang dilaksanakan setiap hari Seninl-Kamis pukull 07.30l-

16.00l WIB danl hari Jumatl pukul l07.30-l16.30 lWIB. Pada haril pertama 

melaksanakanl kegiatan magang diawali dengan perkenalan serta 

pembagian bidang dan ditempatkan di Pelayananl Terpadu Satul Pintu 

(PTSPl) serta diberikan bimbingan mengenai urutan pekerjaan dan tugas 

yang akan dilakukan. 

2.2.2.2. Selama magang saya mendapatkan tugas-tugas yang beragam di 

Pelayananl Terpadu Satul Pintu (lPTSP). Seperti pelayanan permohonan 

pendirian madrasah, pemberkasan tunjangan profesi guru, pelayanan 

izin pendirian pesantren, pelayanan rekomendasi izin belajar ke luar 

negri, legalisir ijazah, pelayanan tanda tangan SPD. 

2.2.2.3. Setiap hari saya melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin seperti biasanya. 

Layanan di PTSP juga memberikan Layanan seperti pelayanan pensiun 

PNS, izin belajar S1 bagi PNS, pelayanan sertifikat halal, izin 

penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah, permohonan izin 

mendirikan TPQ, permohonan rohaniawan, rekomendasi pindah 

sekolah. Hal ini menambah pengetahuan dan pengalaman saya dalam 

melakukan kegiatan pelayanan terhadap konsumen yang mengajukan 

permohonan kebutuhanya agar sesuai standar pelayanan yang telah 

ditetapkan. 

 

 



 

22 

 

BAB III 

IDENTIFIKASI MASALAH 

Kantorl Wilayah Kementerianl Agama Jawal Tengah merupakanl instansi 

pemerintah bersifat pelayanan publik yang bertugas untuk menyelenggarakan 

fungsi pemerintahan yang membidangi urusan agama. Sebagai pelayanan publik 

tentu akan memberikan pelayanan yang optimal. Kanwil Kementerian Agama Jawa 

Tengah sebagai instansi pemerintah mementingkan kepuasan pengguna layanan. 

Salah satu teknologi yang digunakan instansi dalam pelayanan publik adalah 

elektronik. Pelayanan berbasis teknologi mengefisienkan waktu dan biaya sehingga 

terciptanya rasa kepuasan dan dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat. Namun 

hal tersebut perlu didorong dengan sistem, lproses, dan prosedurl kerja yang lefektif 

dan efisienl atau biasa disebut Standar Operasionall Prosedur (lSOP).  

Pelayananl Terpadu Satul Pintu (PTSPl) melayani perizinan danl non lperizinan 

yang salah satunya melayani legalisir ijazah, permohonan sertifikasi halal, 

permohonan pendirian pondok pesantren, permohonan pensiun PNS, perizinan 

belajar bagi PNS dan lain sebagainya. Proses layananya dilakukan secara offline 

maupun online yang dapat diakses melalui website Kemenag, dimana proses 

pelayananya tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). 

Dalam proses pelayanan di instansi pemerintahan, permasalahan merupakan 

suatu hal yang tidak dapat dihindari. Tetapi keberadaanya mampu menjadikan 

evaluasi sebagai pengelolaan yang lebih baik untuk kedepan dan seterusnya. 
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Permasalahan tersebut seringkali muncul dalam berbagai aspek maupun aktivitas 

kegiatan yang ada di instansi pemerintahan. 

Sesuai dengan apa yang dilakukan selama magang, penulis memaparkan 

identifikasi permasalahan berdasarkan hasil observasi terkait pelayanan perizinan 

dan non perizinan yang berjalan kurang optimal. Penulis melihat adanya 

masyarakat yang komplain atas layananya, terkait pelayanan offline maupun online 

melalui website dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mana 

prosesnya belum berjalan secara optimal. Adapun permasalahan yang ada yaitu, 

alur pelayanan yang tidak sesuai, kurangnya kejelasan terkait kepastian waktu, 

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan online melalui website, 

kelalaian pegawai dalam menerima berkas, dan kurangnya jumlah SDM. Dalam hal 

ini permasalahan berdasarkan hasil observasi tersebut dapat disimpulkan beberapa 

permasalahan yang perlu diangkat yaitu : 

3.1. Alur Pelayanan Tidak Sesuai SOP 

Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan pelayanan publik yang 

dibentuk pemerintah. Secara sederhana PTSP merupakan pintu dari semua layanan 

yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. Dimana semua 

pelayanan yang diajukan masyarakat terlebih dahulu diserahkan ke bagian PTSP, 

namun masih banyak masyarakat yang mengajukan layananya langsung ke sub bag 

divisi.  
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3.2.  Kurang Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelayanan Online 

Kegiatan layanan di PTSP Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah 

telah berbasis teknologi. lDimana, setiap masyarakatl memiliki lkebebasan untuk 

dapatl mengakses kapan saja dan dimana saja. Hal lain yang dapat dimanfaatkan 

dengan layanan online di PTSP yaitu waktu penyelesaian yang dibutuhkan lebih 

cepat dan mempermudah dalam mengajukan permohonan kebutuhan masyarakat, 

Namun layanan berbasis teknologi ini belum dapat dipahami oleh banyak 

masyarakat, sehingga masyarakat harusl bolak-balikl ke kantorl untuk memenuhi 

persyaratanl yang dibutuhkan. 

3.3. Kurangnya Kejelasan Terkait Kepastian Waktu 

Kesalahan ini sering terjadi ketika ada layanan yang seharusnya sudah jadi 

namun kepala kantor atau pejabat yang berwenang sedang tidak ada dikantor atau 

dinas luar kota. Kemungkinan besar hal tersebut dapat menunda waktu beberapa 

hari kedepan. Melihat adanya keluhan masyarakat terkait layanan yang mereka 

dapatkan, seperti tidak ada kepastian waktu sehingga mengakibatkan kurangnya 

kepuasan terhadap layanan yang mereka dapatkan.  

Melihat identifikasi masalah diatas, masalah-masalah tersebut berkaitan 

dengan kualitas pelayanan website dan standar operasional prosedur yang berjalan 

kurang optimal. Masalah-masalah tersebut penting untuk dipecahkan dengan 

memberi solusi yang sesuai, sehingga semua kegiatan pelayanan dapat berjalan 

secara optimal. Karena jika tidak dipecahkan makal resiko tidakl berjalanya kegiatan 

pelayananl terpadu satul pintu akanl besar.  
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BAB IV 

KAJIAN PUSTAKA 

4.1. Kualitas Website 

Websitel merupakan suatul metode untukl menampilkan informasil di internetl 

yang interaktifl dan mempunyail kelebihan untukl menghubungkan antara dokumenl 

dengan dokumenl lainya yang dapatl diakses melaluil browser. Websitel berperan 

penting dalam hal pelayanan, denganl adanya perpaduanl teknologi dan llayanan 

melalui sebuah lwebsite, membuat penyediaanl informasi menjadil lebih cepat danl 

efektif. Kanwil Kementerianl Agama Jawal Tengah merupakan salahl satu linstansi 

pemerintah dibagian pelayanan publik, dimana pelayananya dapat diajukan secara 

offline maupun online melalui lwebsite. Kanwil Kementerianl Agama Jawal Tengah 

menggunakan website sebagai salah satu media untuk melayani berbagai kebutuhan 

masyarakat. Sebagai dampak positif dari penggunaan teknologi digital ini, instansi 

atau organisasi perusahaan dapat mencapai keberhasilan dalam mengoptimalkan 

sumber daya, efisiensi kerja karyawan, mengurangi biaya, meningkatkan 

produktivitas, serta meningkatkan kepuasan (Rachinger et al., 2019). 

Menurut (Setiyorini, 2016) websitel merupakan kumpulanl halaman webl yang 

salingl terhubung ldan file filenyal saling lterkait. Sebuah website dapat dibuat 

apabila banyakl halaman webl yang salingl berhubungan. Website yang baik serta 

mudah digunakan sangat berpengaruh terhadap penggunanya. Menurut (Manasra et 

al., 2013) terdapat beberapa dimensi atau indikator kualitasl website lyaitu : 

Usability , lInformation quality, danl Service Interactionl /Interaction quality. 
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1) Usability (Kegunaan) 

Variabel ini terdiri dari fungsi usability dimana mudah dipelajari dan mudah 

dimengerti oleh pengguna atau user serta mudah ditelusuri, mudah digunakan 

dan sangat menarik dari segi visual dan memiliki kompetensi yang baik dalam 

kecepatan penggunaanya.  

2) Information quality (Kualitas Informasi) 

Kualitas informasi yang dimaksud adalah seperti  informasi yang akurat, 

informasi terkini atau terbaru, informasi sesuai topik yang dibahas, informasi 

yang mudah dipahami serta dimengerti dan informasi yang detail. Suatu 

informasi yang berkualitas meliputi: 

a. Akurat (accurate) 

Informasi harus sesuai dan bebas dari kesalahan kesalahan dalam 

menyampaikan isi informasi. 

b. Tepat pada waktunya (time liness) 

Informasi yang disebarkan tidak boleh terlambat dalam 

penyampaiannya. Sebab informasi yang salah akan menyebabkan tidak 

puasnya pelayanan yang diberikan kepada konsumen. 

c. Releven (relevancy) 

Informasi harus memberikan manfaat bagi pemakainya serta relevansi 

untuk setiap orang berbeda dengan yang lainnya.  

3) Service Interaction /Interaction quality (Kualitas Layanan Interaksi) 

Kemampuan dimana memberi rasa aman saat transaksi serta memiliki 

reputasi yang bagus dan memudahkan komunikasi antara pelanggan 
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dengan pegawai, memilikil kepercayaan dalaml menyimpan linformasi 

pribadi lpengguna, mampu memberi keyakinanl bahwa janjil pelayanan 

yang diberikan akanl segera ditepati.   

Tabel 4. 1 Dimensi dan Indikator Kualitas Website 

Kategori Pernyataan 

Usabilityl (Kegunaan) 

1. Mudah digunakan 

2. Mudah dimengertil 

3. Situsl memiliki petunjukl yang jelasl 

Informationl quality 

(Kualitasl Informasi) 

 

 

1. Informasi yang mudah dimengerti 

2. Menyediakan informasi yang mudah 

dipercaya 

3. Menyediakan informasi yang relevan 

4. Menyediakan informasi yang akurat 

Service Interaction 

/Interaction quality 

(Kualitas Layanan 

Interaksi) 

 

1. Memiliki reputasi yang baik 

2. Infromasi pribadi yang tersimpan dan rahasia 

3. Memberikan kemudahan untuk 

berkomunikasi dengan divisi yang dituju 

Sumber : dikutip dari Jurnal “Investigating the Impact of Website Quality on Consumers’ 

Satisfaction in Jordanian Telecommunication (Manasra et al., 2013) 
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4.2. Standar Operasional Prosedur (SOP)  

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebuah aturan tertulis yang 

memuat prosedur kerja secara terinci. Apabila Standar Operasionall Prosedur (SOPl) 

berjalanan dengan baik maka akanl menunjukan konsistensi hasill kinerja, 

pelayanan, serta mengacul pada kemudahanl karyawan dan kepuasan masyarakat.  

Menurut (Tanjung et al., l2012) Standar operasionall prosedur ladalah 

serangkaian instruksil tertulis yangl dibakukan mengenail berbagai lproses 

penyelenggaraan aktivitasl organisasi, lbagaimana dan kapanl harus ldilakukan, 

dimanapun dan olehl siapapun. Standar operasionall prosedur merupakan 

serangkaian prosedur operasional yang digunakanl sebagai pedomanl atau lacuan  

untuk menjalankan tugasl dan menilai pekerjaan sesuail dengan peraturan yang 

ditetapkan. 

Menurutl (Laksmi, l2008) Standar Operasionall Prosedur (lSOP) adalah 

dokumenl yang berkaitanl dengan prosedurl yang dilakukanl secara kronologisl untuk 

menyelesaikanl suatu pekerjaanl yang bertujuanl untuk memperolehl hasil kerjal yang 

palingl efektif daril para pekerjal dengan biayal yang serendahl rendahnya. lSOP 

biasanya terdiril dari lmanfaat, kapan dibuatl atau ldirevisi, metode lpenulisan 

prosedur.  

Tujuan Penerapan Standar Operasional Prosedur 

Tujuan pembuatanl Standar Operasionall Prosedur adalahl untuk lmenjelaskan 

perincian ataul standar yangl tetap mengenail aktivitas pekerjaanl yang lberulang 

ulang yangl diselenggarakan dalaml suatu instansi ataul perusahaan. SOPl yang lbaik 
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adalah SOPl yang mampul menjadikan arusl kerja yangl lebih lbaik, mejadi panduan 

untukl karyawan lbaru, penghematan lbiaya, memudahkan lpengawasan, serta 

mengakibatkanl koordinasi yangl baik antaral bagian-bagianl yang berlainanl dalam 

lperusahaan. Tujuan SOPl adalah sebagail berikut: 

1) Untuk menjagal konsistensi tingkatl penampilan kinerjal atau lkondisi 

tertentu danl kemana petugasl dan lingkunganl dalam melaksanakanl sesuatu 

ltugas atau lpekerjaan. 

2) Sebagai acuanl dalam pelaksanaanl kegiatan tertentul bagi sesamal pekerja, 

ldan supervisor. 

3) Untuk menghindaril kegagalan ataul kesalahan dalam proses pelaksanaan 

kegiatan.  

4) Untukl lebih menjaminl penggunaan tenagal dan sumberl daya secaral efisien 

ldan efektif. 

5) Sebagail dokumen yangl akan menjelaskanl dan menilail pelaksanaan lproses 

kerja bilal terjadi suatul kesalahan administrasi lainnya.  

6) Sebagai dokumen untuk pelatihan. 

Manfaat Penerapan Standar Operasional Prosedur  

Manfaat Standarl Operasional Prosedurl (SOP) antara lainl sebagai lberikut: 

1) Sebagail standarisasi caral yang dilakukanl pegawai dalaml menyelesaikan 

lpekerjaan khusus, mengurangil kesalahan danl kelalaian. 
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2) SOP membantul staff menjadi lebihl mandiri danl tidak tergantungl pada 

intervensil manajemen, sehinggal akan mengurangil keterlibatan lpimpinan 

dalam pelaksanaanl pekerjaan. 

3) Meningkatkanl akuntabilitas denganl mendokumentasikan tanggungl jawab 

khususl dalam melaksanakanl tugas. 

4) Menciptakan ukuranl standar kinerjal yang akanl memberikan pegawail cara 

konkert untukl memperbaiki kinerjal serta membantul mengevaluasi lusaha 

yang telahl dilakukan.  

5) Membantul penelusuran terhadapl kesalahan kesalahanl prosedur ldalam 

memberikan lpelayanan. Menjamin prosesl pelayanan tetapl berjalan ldalam 

berbagai situasi.  

Dari definisi dan tujuan diatasl untuk mengukurl Standar Operasionall Prosedur 

memiliki beberapa indikatorl yaitu: 

1) Efisien  

Pencapaianl tujuan yangl tepat daril serangkaian alternatifl membuat lkeputusan 

yang tepatl dan suksesl dalam mengimplementasikan, tidakl membuang lbuang 

waktu dan ltenaga. 

2) Efektif  

Penggunaanl sumber dayal minimal untukl menghasilkan outputl dengan 

volumel yang ldiharapkan, menggunakan sumberl daya denganl bijak ldan 

hemat.  
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3) Konsisten  

Tindakan yang dilakukanl secara berulangl ulang daril waktu kel waktu, 

terutamal tindakan agarl adil danl akurat.  

Tabel 4. 2 Indikator Standar Operasional Prosedur 

Kategori Pernyataan 

Efisien 

1. Singkat dan cepat dalam mencapai target pekerjaan 

2. Tidak menunda pekerjaan 

Efektif 

1. Pelayanan tidak berbelit-belit 

2. Alur pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan 

Konsisten 

1. Pelayanan berdasarkan hukum yang di tetapkan  

2. Pelayanan yang disesuaikan dengan standar prosedur 

kantor 

 

4.3. Kedisiplinan Kerja 

Disiplin merupakan suatu perbuatan yang patuh dan menghargai terhadap 

peraturan-peraturan yang dibuat oleh instansi, serta sanggup untuk menerima dan 

menjalankan sanksi apabila melanggar peraturan yang dibuat (Syafrina, 2017). 

Disiplin kerja yang baik dapat dilihat dari tingginya kesadaran serta rasa tanggung 

jawab karyawan dalam mematuhi segala peraturanl yang lberlaku. 

Disiplin merupakan hal yang sangatl penting untukl perkembangan sebuah 

instansi karenal dapat dijadikanl sebagai alatl untuk memotivasil agar ldapat 

mendisiplinkan diril dalam melaksanakanl pekerjaan baikl secara lperorangan 
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maupun kelompokl (Asmawiyah, 2018). Tanpal disiplin karyawanl yang lbaik, sulit 

bagil perusahaan mencapail hasil yangl optimal. Disiplinl yang baikl mencerminkan 

besarnyal rasa tanggungl jawab seseorangl terhadap tugasl-tugas yangl diberikan 

lkepadanya. hal seperti inil mendorong semangat kerjal dan terwujudnyal tujuan 

instansi. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja  

Menurutl Singodimedjo (ldalam Sutrisno, l2011), faktor yangl mempengaruhi 

ldisiplin kerja karyawanl adalah : 

1. Besar kecilnyal pemberian kompensasil 

2. Adal tidaknya perhatian kepada karyawan 

3. Keberanian pimpinanl dalam mengambill tindakan 

4. Keteladanan pimpinan dalaml instansi 

5. Adanya Pengawasan oleh pimpinan 

6. Adanya aturan pasti yang dijadikan senagai acuan 

Pada dasarnya banyak indikator tingkat kedisiplinan kerja pada suatu instansi atau 

organisasi, menurut (Mangkunegara & Octorend, 2015) indikator disiplin kerja 

yaitu : 

1) Ketepatan waktul dadang ke tempatl kerja 

2) Ketepatan jaml pulang ke rumah 

3) Kepatuhan terhadapl peraturan yangl berlaku 
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4) Tanggung jawabl dalam mengerjakanl tugas 

5) Melaksanakan tugas pekerjaan sampail selesai setiapl harinya 

6) Penggunaan seragam kerja yang telah ditentukan 

Tabel 4. 3 Indikator Disiplin Kerja 

Indikator 

1) Ketepatan waktu dadang ke tempat kerja 

2) Ketepatan jam pulang ke rumah 

3) Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku 

4) Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas 

5) Melaksanakan tugas pekerjaan sampai selesai setiap harinya 

6) Penggunaan seragam kerja yang telah ditentukan 

 

4.4. Kepuasan Masyarakat 

Kepuasan masyarakat merupakanl perbandingan antaral yang ldirasakan 

dengan harapanl sebelum barangl atau jasal yang dibelil dan ldikonsumsi. Jika barangl 

atau jasa yang dirasakanl masyarakat sesuai denganl harapan, makal masyarakat 

tersebut akanl merasa lpuas. Kepuasan masyarakat ditentukanl oleh lpersepsi 

masyarakat atas performal produk untukl memenuhi lharapan. Menurut (Mukti, 

2017) kepuasanl (satisfaction) adalahl perasaan senangl atau kecewal seseorang lyang 

muncul setelahl membandingkan kinerjal (hasil) yangl diharapkan tidak sesuai 



34 

 

 

dengan kinerjal (hasil) yang didapatkan, maka masyarakat akan merasa tidak puas. 

Jika kinerja memenuhi harapan maka masyarakat puas. Karenal kepuasan 

masyarakat sangatl tergantung padal persepsi danl ekspektasi masyarakat, lmaka 

perlu mengetahuil faktor-faktorl yang mempengaruhinyal (Kotler et al,. l2012). 

Kepuasan adalahl tingkat perasaanl seseorang setelahl membandingkan 

lkinerja,produk (ataul hasil) yangl ia rasakanl dengan lharapannya. Jadi ltingkat 

kepuasan merupakanl fungsi daril perbedaan antaral kinerja yangl dirasakan 

(perveived lperformance) dan harapanl (expectation) 

Menurutl (Tjiptono, l2012:301) kepuasanl masyarakat adalah situasil yang 

ditujukan olehl masyarakat ketika merekal menyadari bahwal kebutuhan ldan 

keinginan sesuai denganl yang diharapkanl serta terpenuhil dengan baik. Sedangkanl 

menurut (Bachtiar, 2011) kepuasanl masyarakat merupakan perasaanl positif yangl 

berhubungan denganl produk/jasal selama menggunakanl atau setelahl menggunakan 

jasal atau lproduk.  

Kepuasan masyarakat merupakanl keadaan yangl dicapai bilal produk lsesuai 

dengan kebutuhanl dan harapanl masyarakat. Menurut (Natsir, n.d.) kepuasan 

masyarakat adalahl tingkat perasaanl seseorang setelahl membandingkan kinerjal atau 

hasill yang dirasakanl dibandingkan denganl harapannya. masyarakat ldapat 

mengalami salahl satu daril tingkat kepuasanl yaitu ketika kinerjal dibawah harapan, 

masyarakat akanl merasa kecewal tetapi jikal kinerja sesuail dengan lharapan 

masyarakat akan merasal puas danl apabila kinerja bisal melebihi harapanl maka 

masyarakat akanl merasakan sangatl puas senangl atau lgembira. Sehingga dapatl 
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dikatakan bilal persepsi samal dengan kinerjal menghasilkan kepuasanl pada 

masyarakat.   

Pengukuran Kepuasan Masyarakat 

Pengukuranl terhadap kepuasanl masyarakat merupakan hall yang lsangat 

penting bagil setiap instansi hall ini dikarenakanl langkah tersebutl dapat lmemberi 

umpan balikl dan masukanl bagi keperluanl pengembangan danl implementasi 

strategil peningkatan kepuasanl masyarakat. Pada prinsipnyal kepuasan masyarakat 

dapatl diukur denganl berbagai lmetode. Menurut (Kotler et al,. 2001l) instansi dapat 

menggunakanl metode metodel sebagai lberikut: 

a. Sisteml Keluhan danl Saran  

Organisasil yang berwawasanl pelanggan akanl memudahka pelanggannya 

memberikanl saran danl keluhan. Dalaml instansi hendaknya ldisediakan 

formulir yangl berisi apa yangl disukai danl tidak disukail pelanggan. lDapat 

juga denganl menyediakan kotakl saran ataul bahkan nomorl telepon lbebas 

pulsa yangl nantinya akanl dapat menumpang segalal keluhan ldari 

pelanggan.  

b. Survei Kepuasan Masyarakat 

Instansi yang responsif mengukurl kepuasan konsumen ldengan 

mengadakan surveil berkala. Perusahaanl mengirimkan daftarl pertanyaan 

untukl mengetahui penilaianl mereka terhadap berbagail aspek lkinerja 

perusahaan.  
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Menurut (Al Amin & Realize, 2019) kepuasan masyarakat memiliki beberapa 

indikator yaitu: 

1) Expectations (Harapan) 

Harapan yang diinginkan oleh masyarakat pada kualitas yang dirasakan 

pada saat melakukan atau mengajukan pelayanan. Saat proses pelayanan 

dilakukan pelanggan memiliki harapan yang tinggi bahwa mereka ingin 

mendapatkan jasa dalam bentuk pelayanan yang terbaik sesuai dengan 

harapan dan keyakinan mereka. Dari sinilah terciptanya harapan 

masyarakat menjadi puas.  

2) Performance (Kinerja) 

Faktor utama dalam memberikan kesan terbaik terhadap masyarakat 

adalah kinerja pegawai yang dapat melayani dengan baik dan sepenuh hati 

sehingga dapat terciptanya pengalaman baik disaat pelayanan dibenak 

masyarakat.   

3) Confirmation/disconfirmation (Hasil) 

Confirmationl terjadi ketikal harapan masyarakat sesuail dengan kinerja dari 

sebuah ljasa. Sedangkan disconfirmation terjadil ketika harapanl lebih 

tinggil atau lebihl rendah daril kinerja yang didapatkan. masyarakat akan 

merasa puas tergantung pada terjadinya confirmation atau 

disconfirmation. 
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Tabel 4. 4 Indikator Kepuasan Masyarakat 

Kategori Pernyataan 

Expectations (Harapan) 

1. Kinerja sesuai dengan yang diharapkan 

2. Terpenuhinya harapan atas jasa yang 

diberikan 

Performance (Kinerja) 

1. memberikan pelayanan yang baik 

2. Tanggung jawab terhadap pekerjaan 

3. Memberikan pelayanan yang optimal 

Confirmation/Disconfirmation 

(Hasil) 

1. Pelayanan yang terpenuhi 

2. Pelayanan melebihi harapan 

 

4.5. Model Kerangka Pikir dan Hubungan Kualitas Website, Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan Kedisiplinan Kerja terhadap 

Kepuasan Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Kerangka Pemikiran 

 

Kualitas Website 

Standar Operasional 

Prosedur (SOP) 

Kepuasan 

Masyarakat 

Kedisiplinan Kerja 
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Pada gambar diatas merupakan gambaran yang menjelaskan hubungan antara 

kualitas website, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kedisiplinan kerja 

terhadap kepuasan masyarakat di Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah. 

Dalam instansi pemerintahaan memberikan berbagai pelayanan publik yang 

diajukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhanya 

Website yang dapat digunakan dengan mudah, informasi mudah dipahami, 

serta reputasi yang baik sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat di 

Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah. Kualitas website merupakan faktor 

yang sangat penting dalam pelayanan apalagi melihat zaman era modern saat ini 

banyaknya pengunaan e-government dalam membantu pelayanan masyarakat. 

standar operasional prosedur dan kedisiplinan kerja juga sangat mempengaruhi 

tingkat kepuasan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Tingkat kepuasan 

masyarakat didapat ketika kebutuhannya terpenuhi sesuai apa yang diharapkan, 

sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap sebuah jasa atau 

pelayanan.  

Setiap intansi pemerintah pasti mempunyai pedoman pelayanan atau Standar 

Operasional Prosedur (SOP). Pedoman tersebut sangat berpengaruh terhadap 

pelayanan apabila pegawai disiplin dalam menjalankan dan mematuhi aturan kerja 

sesuai pedoman yang ditetapkan, karena pelayanan yang diberikan sangat penting 

bagi masyarakat dan instansi tersebut, mengingat pemerintah merupakan instansi 

yang berjalan di bidang pelayanan. Apabila SOP dijalankanl sesuai ldengan 

pedoman yangl ditetapkan maka, masyarakat akanl merasa puasl dengan lpelayanan 

yang optimal.
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BAB V 

METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA 

5.1. Jenis Penelitian   

Penelitian mengenai pelayananl publik padal Pelayanan Terpadul Satu Pintul 

(PTSP) dil Kanwil Kementerian Agama Jawal Tengah ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif ldeskriptif. Penelitian kualitatifl merupakan penelitianl yang 

menghasilkanl data secara tertulisl atau lisanl dari orangl-orang yang dituju atau 

lingkungan yangl diamati. 

Metode kualitatifl deskriptif adalah hasil dari pendapat antara peneliti dan 

informan yang didapat. Pemilihan metode ini dilakukan karena hasil dari 

analisisnya tidak berbentuk angka dan peneliti akan mendeskripsikan segala 

fenomena yang ada di lingkup kerja. 

Datal yang telah dil dapat daril hasil lwawancara, observasi danl dokumentasi 

akan dikemukakan dan dijelaskan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan 

kalimat yang mudah dimengerti. 

5.2. Metoda Pengumpulan Data 

Pengumpulanl data dalaml laporan ini menggunakanl 3 metoda yaitu: 

lwawancara, observasi, danl dokumentasi. 

5.2.1. Wawancara  

Wawancara merupakanl teknik pengumpulanl data denganl cara 

interaksi langsung secara lisan yangl mendalam atau menyeluruh 

terhadap sebuah fenomena yang menjadi obyek penelitian. Dalam proses 
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wawancara ini peneliti membuat kerangka dan pokok-pokok pertanyaan 

yang akan diajukan kepada responden.  

Teknik wawancara merupakan caral yang digunakanl untuk 

mendapatkanl sebuah informasi atau ldata (Mita, 2015). Wawancara yang 

digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur sehingga peneliti 

menyiapkan pertanyaan yang akan diberikan kepada pengguna layanan 

dan pegawai instansi mengenai SOP dan pelayanan padal Pelayanan 

Terpadul Satu Pintul (PTSP) ldi Kanwil Kemenerian Agama Jawal Tengah. 

5.2.2. Observasi 

Observasi merupakan aktivitas peneliti guna mengumpulkanl data yangl 

berkaitan denganl permasalahan yang diteliti melalui prosesl pengamatan 

secara llangsung. Dalam observasil ini penelitil terlibat langsungl dengan 

kegiatanl sehari haril yang sedangl diamati (Mukhid, 2020). 

Menurut (Hasanah, 2017) metode observasi tidak hanya sebagai proses 

pengamatan dan pencatatan saja, akan tetapi memudahkan peneliti untuk 

mendapatkan informasi terkait lingkungan sekitar. Metodel ini digunakanl 

untuk memperolehl informasi yang menyeluruh denganl cara pengamatan 

terhadapl pelayanan publikl pada Pelayananl Terpadu Satul Pintu (lPTSP) 

di Kanwill Kementerian Agama Jawa lTengah. 

5.2.3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulanl data denganl cara mencari 

informasil dari catatanl atau dokumenl yang adal di instansi dan dianggapl 
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relevan dengan permasalahan yang diteliti agar data yang diperoleh 

semakin kuat. Dokumenl bisa berbentukl tulisan, gambarl atau lkarya 

monumental daril seseorang. Padal penelitian inil penulis lmengumpulkan 

data melaluil dokumentasi berupa berkas-berkas atau catatan seperti SOP 

di Kanwill Kementerian Agamal Jawa lTengah. 

Untuk keperluan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan datal primer 

ldan data sekunder, yaitu: 

1) Datal primer  

lData primer merupakanl data yangl diperoleh secaral langsung daril sumber 

utama atau tidakl melalui lperantara. Data primerl didapat secara langsung 

dilapangan melalui berbagai cara seperti wawancara, observasi dan 

sebagainya.  

2) Data sekunderl  

Data sekunderl merupakan data penelitianl yang diperolehl secara ltidak 

langsung melaluil media perantaral atau diperoleh secaral tidak llangsung 

dari kantor berupa laporan, catatan, pedoman atau pustaka. Sumber data 

sekunder inil diperoleh daril data atau dokumenl yang diperolehl dari 

Kanwil Kementerian Agamal Jawa Tengah yang memiliki relevansi 

dengan pokok permasalahan ini. 

5.3. Analisis Data 

Analisisl data dalam sebuah penelitian merupakanl proses mengelompokkan 

danl menyusun datal atau informasi secara sistematisl dari hasill observasi, 

wawancara danl penelitian lainya untukl meningkatkan pemahamanl terkait kasus 
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yangl diteliti serta memperoleh kebenaran dari hasil penelitian. Analisisl data 

merupakanl bagian pentingl dalam metodel ilmiah, karenal dengan analisis ldata 

tersebut peneliti akanl lebih mudah dalam memecahkanl masalah lpenelitian. 

 Seperti yang sudah dijelaskan diatas, penelitil memilih lmenggunakan 

kualitatif deskriptifl untuk melakukanl teknik analisisl data. Teknikl kualitatif 

deskriptifl digunakan untukl menjelaskan secara nyatal keadaan yangl benar-benarl 

terjadi ldi lapangan.  

Dengan metode analisis ini, peneliti mencoba untuk mendeskripsikan hasil 

penelitian sekaligus menganlisnya secara deskriptif. peneliti mendeskripsikan 

terkait pelayanan online melalui sebuah website dan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kanwil Kementerian Agama 

Jawa Tengah.   
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BAB VI  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

6.1.  Analisis Permasalahan 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah merupakan instansi 

pemerintah bersifat pelayanan publik yang bertugas untuk menyelenggarakan 

fungsi pemerintahan yang membidangi urusan agama. Sebagai pelayanan publik 

tentu akan memberikan pelayanan yang optimal. Pelayananl publik dibuatl untuk 

meminimalisirl adanya kegiatanl layanan yang rumitl dan lmenggantungkan 

kebutuhan lpublik. Dengan inovasil yang dibuatl pemerintah, diharapkanl dapat 

mempercepat dan mempermudahl segala kebutuhan masyarakatl yang lberkaitan 

dengan pelayananl publik. Salah satu inovasil yang dibuatl pemerintah lyaitu 

Pelayanan Terpadul Satu Pintul (PTSP). Mengutip berdasarkanl undang-undangl 

pelayanan terpadul satu pintul No. 97l ayat (1l) Tahun 2014l menyatakan lbahwa 

pelayanan terpadul satu pintul merupakan service yangl diberikan dengan 

berlandaskan integritas, denganl kesamaan tatal cara pengelolaan yangl diawali 

denganl pengajuan atasl kebutuhan yangl diinginkan, hinggal menemukan hasill yang 

sesuail dengan yangl diharapkan. Sebelum memberikan pelayanan terpadu satu 

pintu, instansi harus memiliki kesiapan untuk melayani segala kegiatan yang 

berkaitan dengan pelayanan publik. Karena dengan kesiapan tersebut makal resiko 

kegagalanl dalam pelayananl terpadu satul pintu semakinl rendah. 
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Banyak permasalahan yang sering terjadi mengenai pelayanan publik di 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, salah satunya yaitu alur 

pelayananya belum sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Hal tersebut secara tidak 

sadar akan menghambat atau memperumit pelayanan yang ada. Banyak pegawai 

yang belum sadar atas kedisiplinan kinerjanya terhadap aturan-aturan yang telah 

ditetapkan oleh instansi. Para pegawai merasa bahwa apa yang dilakukanya sudah 

benar tanpa mempertimbangkan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.  

Pelayanan yang diberikan ldi Kantor Wilayahl Kementerian lAgama Jawa 

Tengahl belum berjalanl secara loptimal. Hal inil terlihat masihl ada beberapa 

permasalahan yang sering terjadi seperti pelayanan yang berbelit-belit, kurangnya 

kejelasan terkait kepastian waktu dalam penyelesaian serta kurangnya pemahaman 

masyarakat dalam pelayanan berbasis online. Melihat masih banyak masyarakat 

yang datang secara langsung untuk mengadu atau memberikan keluhan atas 

pelayanan yang diberikanya. 

Hal utama yangl perlu diperhatikanl oleh instansil adalah pelayanan lyang 

diberikan agar lebih baik dan memberikan rasa kepuasan terhadap masyarakat. 

Sebaliknya, jika suatu pelayananl yang diberikanl tidak sesuail dengan lharapan 

masyarakat makal akan mengakibatkan dampakl negatif bagil instansi tersebut. 

Dampak negatifl tersebut dapatl berupa rasa kekecewaan atau ketidak puasan 

sehingga citra instansi pun buruk dimata masyarakat (Pujiah & Fatmawati, 2018). 

 

 



45 

 

 

6.2. Pembahasan 

Melihat beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi di tempat magang, 

terkait alur pelayanan yang tidak sesuai SOP, kurangnya kejelasan terkait kepastian 

waktu, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan online. 

Permasalahan-permasalahan tersebut perlu dipecahkan agar tidak menghambat 

kegiatan layanan PTSP di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. 

6.2.1. Alur Pelayanan Tidak Sesuai SOP 

Pelayananl terpadu satul pintu (PTSP) merupakanl pelayanan publikl yang 

dibentukl pemerintah. Kegiatanl layanan di PTSP dilakukan secara offline maupun 

online yang melibatkan teknologi. Secara sederhana PTSP merupakan pintu dari 

semua layanan yangl ada ldi Kantor Wilayahl Kementerian Agamal Jawa lTengah. 

Dimana semua pelayanan yang diajukan masyarakat terlebih dahulu diserahkan ke 

bagian PTSP, namun masih banyak masyarakat yang mengajukan layananya 

langsung ke sub bag divisi. Denganl begitu, anggotal sub bag menyerahkan 

dokumenl yang diajukanl masyarakat tersebut ke bagian lPTSP. Hal tersebutl tidak 

berjalan sesuai fungsil PTSP, yaitul menyederhanakan yangl berbelit-lbelit. Padal 

dasarnya, setiapl kegiatan yangl berkaitan dengan pemerintahl memiliki Standar 

Operasionall Prosedur (SOP) yangl harus dipatuhil oleh pegawai maupun masyarakat 

yang mengajukan layananya agar semua kegiatan pelayanan berjalan secara 

optimal. Hal tersebut memiliki tujuan agar menciptakan proses layanan yang efektif 

dan efisien. 
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6.2.1.1. Penjalasan SOP Pengelolaan Surat PTSP 

Berikut penjelasan mengenai SOP pengelolaan surat PTSP : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Sumber: jateng.kemenag.go.id 

Gambar 6. 1 SOP Pengelolaan Surat PTSP 
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1. Melihat SOP diatas, dapat dijelaskan bahwa pelayanan di Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah diawali dengan menyerahkan 

berkas pengajuan layanan ke bagian PTSP (front office) terlebih dahulu. 

Setelah menerima berkas lalu pihak PTSP memberikan surat tanda terima 

kepada masyarakat yang mengajukan layanan tersebut. 

2. Selanjutnya melakukan register dan memeriksa berkas, dilakukan oleh 

pihak PTSP dengan meregister berkas terlebih dahulu pada aplikasi lalu 

berkas discan untuk dilampirkan. 

3. Kabag TU memberikan disposisi sesuai isi berkas, setelah diregister 

berkas yang dilampirkan akan masuk ke bagian kabag TU yang akan 

diperiksa dan di disposisikan ke bagian kabid atau kasubag. 

4. Mencatat disposisi yang sudah diberikan, setelah disposisi diberikan lalu 

pihak PTSP mengecek berkas tersebut kepada bagian manakah disposisi 

diberikan. Lalu diberi tanda pada surat atau berkas tersebut agar tidak 

tertukar dan dicatat pada buku surat masuk. 

5. Mendistribusikan berkas sesuai disposisi, setelah pencatatan lalu berkas 

dan lampiran diberikan ke bidang-bidang yang dituju sesuai disposisi. 

Berdasarkan hasil observasi membuktikan bahwa pelayanan yang 

diberikan masih belum sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Melihat masih 

banyak masyarakat yang langsung datang ke sub bag divisi, yang mana 

seharusnya pelayananya diajukan langsung ke bagian PTSP untuk memudahkan 

serta meminimalisir adanya gratifikasi. 
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6.2.2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelayanan Online 

Kegiatan layanan di PTSP Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah 

telah berbasis teknologi. lDimana, setiap masyarakatl memiliki lkebebasan untuk 

dapatl mengakses kapan saja dan dimana saja. Hal lain yang dapat dimanfaatkan 

dengan layanan PTSP yaitu waktu penyelesaian yang dibutuhkan lebih cepat dan 

mempermudah dalam mengajukan permohonan kebutuhan masyarakat, Website 

merupakan salah satu bentuk implementasi dari E-Government yang merupakan 

sarana interaksi antara masyarakat dengan pemerintah dalam mempermudah 

layanan elektronik. Berdasarkan hasil observasi secara langsung yang dilakukan 

dalam upaya mengetahui kualitas layanan dil Kantor Wilayahl Kementerian lAgama 

Jawa Tengahl khususnya pada bagian PTSP menunjukan bahwa pelayanan belum 

berjalan secara optimal. Melihat dari layanan berbasis teknologi ini belum dapat 

dipahami oleh banyak masyarakat, yang mana masih banyak masyarakat yang 

datang ke kantor dan menanyakan atas layanan tersebut. Sedangkan pelayanan 

tersebut dapat diakses melalui website. Masyarakat juga masih banyak yang harus 

bolak-balik ke kantor untuk memenuhi persyaratan tersebut. Hal tersebut dapat 

menguras waktu dan tenaga, melihat jarak tempuh yang jauh dari kantor. Sehingga, 

kemudahanl dalam prosesl pelayanan inil sangat diperlukanl agar penggunal layanan 

tidakl merasa kesulitanl dan kebingunganl dalam lpelayanan. Tujuan adanya layanan 

PTSP yaitul memberikan kemudahanl layanan kebutuhanl masyarakat agar cepatl dan 

lefisien. Daril pemaparan ltersebut, dapat dilihatl bahwa pemahamanl masyarakat 

terkait layanan PTSP berbasis teknologi ini sangat l terbatas. Hall tersebut lterbukti, 
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melihat masih banyak masyarakat yang bolak-balik ke kantor untuk memenuhi 

persyaratan dan mengajukan permohonan kebutuhanya.  

6.2.3. Kurangnya Kejelasan Terkait Kepastian Waktu 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah memberikan jaminan 

kualitas pelayanan yaitu mudah, cepat dan tepat waktu dalam memberikan 

pelayanan. Namun, pada saat pengambilan berkas masih ada berkas yang belum 

terselesaikan secara tepat waktu. Kondisi mengenai pelayanan sejauhl ini masihl 

belum lmaksimal, salah satunya kualitas pelayananl yang diberikanl belum sesuai 

dengan kriterial kepastian lwaktu, sebab seringkalil pelaksanaan tugasl pemberian 

pelayananl masih membutuhkanl prosedur ataul proses yangl tidak lsebentar. 

Kesalahan ini sering terjadi ketika ada layanan yang seharusnya sudah jadi namun 

kepala kantor atau pejabat yang berwenang sedang tidak ada dikantor atau 

melaksanakan dinas luar kota. Kemungkinan besar hal tersebut dapat menunda 

waktu beberapa hari kedepan. Jika kepala kantor tidak ada ditempat, maka l alur 

pengajuanl kebutuhan masyarakatl akan berhentil dibagian lpimpinan. Belum lagi 

jika ada yang membutuhkan tanda tangan surat perjalanan dinas (SPD) dimana 

pejabat yang berwenang sedang tidak ada dikantor atau dinas luar, maka prosesnya 

akan menunda waktu, yang mana berkasnya harus ditinggal dan dapat diambil 

dilain hari. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat tidak sabar dan memutuskan 

datang langsung ke kantor ingin dapat segera diselesaikan kebutuhanya. Melihat 

adanya keluhan masyarakat terkait layanan yang mereka dapatkan, seperti tidak ada 

kepastian waktu sehingga mengakibatkan kurangnya kepuasan terhadap layanan 

yang mereka dapatkan. 
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Terkait kedisiplinan kinerja dalam menangani pelayanan, pegawai 

melaksanakan tugas harus membutuhkanl disiplin kerjal agar prosesl pelayanan 

ldapat berjalan denganl optimal. Kedisiplinan kinerja pegawai akanl membentuk 

kedisiplinanl yang penuhl dengan rasa tanggung jawab dalaml bekerja, sehinggal 

akan memunculkan suasanal kerja yangl kondusif. Pegawai harusl mementingkan 

kepentinganl pelayanan diatasl kepentingan lpribadinya, karena pekerjaanl pelayanan 

merupakanl pekerjaan yangl mengedepankan kepentinganl umum, denganl kata llain 

kepentingan penggunal layanan harusl diprioritaskan olehl petugas lpelayanan. Untuk 

itu pihak instansi perlu melakukan tindakan pendisiplinan, baik berupa 

pendisiplinan preventif, korektif maupun progresif. 

Terkait permasalahan yang ditemukan, penulis memberikan beberapa solusi 

yaitu:  

1. Penulis menyarankan supaya instansi melakukan pembenahan dan 

peningkatan kualitas website pelayanan seperti mencantumkan 

persyaratan-persyaratan layanan. Solusi tersebut agar masyarakat tidak 

kesulitan dan bolak-balik ketika ingin mengajukan layananya. 

2. Instansi perlu memberikan sosialisasi kepada pegawai maupun 

pengguna layanan sehingga mereka mendapatkan informasi yang jelas 

dan pengetahuan yang lebih agar tidak bingung ketika ingin 

mengajukan layananya. Instansi juga bisa memberikan seperti brosur 

atau panduan pelayanan kepada para pengguna layanan. 

3. Instansi perlu meningkatkan kedisiplinan kerja seperti memberikan 

sanksi atau hukuman kepada pegawai yang kurang disiplin, selain 
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memberikan sanksi juga perlu memberikan penghargaan kepada 

pegawai yang disiplin agar memberikan motivasi kepada pegawai 

lainya. 

6.3.  Penjelasan Kuesioner dan Wawancara 

6.3.1. Kuesioner 

Pada penelitian ini penulis membuat kuesioner yang akan dibagikan kepada 

masyarakat atau pengguna layanan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa 

Tengah. Berikut ini merupakan kuesioner yang berkaitan dengan pelayanan dalam 

meningkatkan kepuasan masyarakat. 

Keterangan : 

TB = Tidak Baik 

KB = Kurang Baik 

CB = Cukup Baik 

B = Baik 

SB = Sangat Baik 

Tabel 6. 1 Kuesioner variabel kualitas website 

Pertanyaan 

Pedapat Responden 

Total Rata-rata TB KB CB B SB 

1 2 3 4 5 

Bagaimana pendapat saudara 

mengenai kemudahan 

website pelayanan 

 

0 

 

5 

 

7 

 

5 

 

3 20 

3,3 
0 10 21 20 15 66 

Bagaimana pendapat saudara 

mengenai informasi 

pelayanan yang diberikan 

0 8 5 5 2 20 

3,05 

0 16 15 20 10 61 
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Tabel 6. 2 Kuesioner variabel standar operasional prosedur 

Pertanyaan 

Pedapat Responden 

Total Rata-rata TB KB CB B SB 

1 2 3 4 5 

Bagaimana pendapat saudara 

mengenai kemudahan 

prosedur pelayanan di PTSP 

 

0 

 

4 

 

5 

 

8 

 

3 20 

3.5 
0 8 15 32 15 70 

Bagaimana pendapat saudara 

mengenai kesesuaian 

pelayanan dengan standar 

pelayanan 

0 2 9 5 4 20 

3.55 

0 4 27 20 20 71 

 

 

Tabel 6. 3 Kuesioner variabel kedisiplinan kerja 

Pertanyaan 

Pedapat Responden 

Total Rata-rata TB KB CB B SB 

1 2 3 4 5 

Bagaimana pendapat saudara 

mengenai kecepatan waktu 

dalam memberikan pelayanan 

 

2 

 

8 

 

3 

 

5 

 

2 20 

2.85 

2 16 9 20 10 57 

Bagaimana pendapat saudara 

mengenai kedisiplinan kinerja 

pegawai dalam memberikan 

pelayanan 

1 7 4 5 3 20 

3.1 

1 14 12 20 15 62 

 

Berdasarkan dari 20 responden dalam survey mengenai pelayanan yang 

diberikan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah menghasilkan 

jawaban sebagai berikut : 
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1. Mengenai kemudahan website pelayanan, ada 5 orangl memberikan 

penilaianl kurang baik, 7 orangl cukup lbaik, 5 orang lbaik, dan 3l orang 

memberikanl penilaian sangatl baik, maka diperoleh nilai rata-rata 3.3. 

Dari penilaian tersebut menunjukan bahwa penilaian cukup baik lebih 

tinggi dibandingkan yang lainya, artinya kemudahan website ini sudah 

cukup baik dimata masyarakat atau pengguna layanan. 

2. Mengenai informasi pelayanan, ada 8 orangl memberikan lpenilaian 

kurang baik, 5 orangl cukup lbaik, 5 orang lbaik, dan 2l orang 

memberikanl penilaian sangatl baik, maka diperoleh nilai rata-rata 3.05. 

Dari penilaian tersebut menunjukan bahwa penilaian kurang baik lebih 

tinggi dibandingkan yang lainya, artinya informasi mengenai pelayanan 

masih kurang baik dimata masyarakat atau pengguna layanan. 

3. Mengenai kemudahan prosedur pelayanan di PTSP, ada 4 orang kurang 

baik, 5 orang cukup baik, 8 orang baik dan 3 orang memberikan 

penilaian sangat baik, maka diperoleh nilai rata-rata 3.5. Melihat 

penilaian tersebut menunjukan bahwa penilaian baik lebih tinggi 

dibandingkan yang lainya, artinya kemudahan prosedur pelayanan di 

PTSP sudah baik dimata masyarakat atau pengguna layanan. 

4. Mengenai kesesuaian pelayanan, ada 2 orang kurang baik, 9 orang 

cukup baik, 5 orang baik dan 4 orang memberikan penilaian sangat 

baik, maka diperoleh nilai rata-rata 3.55. Melihat penilaian tersebut 

menunjukan bahwa penilaian cukup baik lebih tinggi dibandingkan 
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yang lainya, artinya kesesuaian pelayanan cukup baik dimata 

masyarakat atau pengguna layanan. 

5. Mengenai kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, ada 2 orang 

memberikan penilaian tidak baik, 8 orang kurang baik, 3 orang cukup 

baik, 5 orang baik dan 2 orang memberikan penilaian sangat baik, maka 

diperoleh nilai rata-rata 2.85. Dari penilaian tersebut menunjukan 

bahwa penilaian kurang baik lebih tinggi dibandingkan lainya, artinya 

kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan masih kurang baik 

dimata masyarakat atau pengguna layanan. 

6. Mengenai kedisiplinan kinerja pegawai, ada 1l orang lmemberikan 

penilaian tidak lbaik, 7 orang kurangl baik, 4 orang cukup baik, 5 orang 

lbaik, dan 3l orang memberikanl penilaian sangatl baik, maka diperoleh 

nilai rata-rata 3.1. Melihat penilaian tersebut menunjukan bahwa 

penilaian kurang baik lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainya, 

artinya kedisiplinan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan 

masih kurang baik dimata masyarakat atau pengguna layanan. 

Berdasarkan hasil kuesioner diatas menyatakan bahwa masih banyak 

masyarakat yang memberi penilaian kurang baik terhadapl pelayanan lyang 

diberikan, pelayananl yang kurang baikl akan memberikan rasa ketidak puasan 

masyarakat atau pengguna layanan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa 

Tengah. Instansi perlu meningkatkan kualitas pelayanan agar aktivitas pelayanan di 

PTSP berjalan secara optimal. 
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6.3.2. Wawancara 

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada staff pegawai 

dibagian PTSP dan pengguna layanan mengenai beberapa permasalahan atau 

hambatan yangl ada ldi Kantor Wilayahl Kementerian Agama Jawal Tengah. Berikut 

ini merupakan wawancaral penulis dan narasumber. 

Narasumber 1 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apakah aktivitas pelayanan ldi Kantor 

Wilayahl Kementerian lAgama Jawa 

Tengahl sudah terselesaikan secara 

tepat waktu? 

Yang saya liat kegiatan pelayanan 

disini belum berjalan maksimal mas, 

terutama pada penyelesaian berkas 

yang diajukan terkadang masih 

belum terselesaikan tepat waktu. 

 

Pegawai PTSP 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apakah pelayanan ldi Kantor lWilayah 

Kementerian Agamal Jawa lTengah 

sudah berjalanl sesuai denganl SOP 

yang ditetapkan? 

Pelayanan disini masih ada yang 

belum berjalan sesuai dengan SOP, 

terkadang masih ada masyarakat 

yang langsung datang ke sub bag 

divisi, yang mana seharusnya 

diajukan langsung ke bagian PTSP 

 

2 

Apakah benar masyarakat masih 

banyak yang belum paham mengenai 

pelayanan disini, sehingga harus 

bolak-balik dalam mengajukan 

kebutuhanya? 

Benar sekali, instansi mempunyail 

prosedur daril setiap jenisl 

pelayanan, namunl tidak 

tersosialisasikan dengan baik dan 

jelas kepada masyarakat., 

 

Berdasarkan wawancara diatas membuktikan bahwa aktivitas pelayanan di 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah belum berjalan secara efektif 
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dan efisien. Hal tersebut dibenarkan oleh narasumber 1 yang merupakan salah satu 

pengguna layanan di instansi. Beliau menjelaskan bahwa aktivitas pelayanan belum 

berjalan secara maksimal, yang mana masih ada berkas yang belum terselesaikan 

secara tepat waktu. Hal lain juga dibenarkan oleh salah satu pegawai dibagian PTSP 

yang menyatakan bahwa pelayanan di instansi belum berjalan sesuai dengan 

penerapan standar operasional prosedur, masih ada masyarakat yang langsung 

mengajukan layananya ke sub bag divisi, yang mana seharusnya diajukan terlebih 

dahulu kebagian PTSP. Pelayanan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa 

Tengah juga belum tersosialisasikan secara baik dan jelas kepada masyarakat, 

sehingga ada yang harus bolak-balik dalam mengajukan layananya. 

Melihat hasil dari kuesioner dan wawanca membuktikan masih ada beberapa 

permasalahan yang harus segera ditangani agar meminimalisir adanya hambatan 

dalam kegiatan pelayanan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. 

Dengan adanya hambatan pada aktivitas pelayanan, maka proses pelayanan tidak 

berjalan dengan baik. Pelayanan yang kurang baik sangat mempengaruhi tingkat 

kepuasan masyarakat atau pengguna layanan di Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Jawa Tengah. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

7.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada laporan ini, maka 

kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Pelayanan dil Kantor Wilayahl Kementerian Agamal Jawa Tengah lsudah 

tergolong baik, hanya saja terdapat beberapa permasalahan yang harus 

ditangani agar tidak menghambat atau mempersulit pelayanan, salah satunya 

yaitu alur pelayanan yang belum sesuai dengan SOP, kurangnya kejelasan 

terkait kepastian waktu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 

pelayanan online. 

2. Kurangnya sosialisasi dari instansi kepada masyarakat, sehingga masih ada 

masyarakat yang harus bolak-balik ketika mengajukan layananya.  

Kemudahanl pelayanan sangatl dibutuhkan bagil pengguna layananl agar 

prosesl pelayanan berjalanl dengan lbaik. 

3. Kepastian dalam penyelesaian layanan masih belum maksimal. lPegawai 

memberikan jaminanl tepat waktul dalam penyelesaian layanan. Namun pada 

saat pengambilan berkas masih ada berkas yang belum diselesaikan secara 

tepat waktu. Ketepatan waktu sangat berpengaruh terhadap proses pelayanan 

agar tidak mengalami penumpukan. 
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7.2.  Rekomendasi 

7.2.1.  Rekomendasi Terhadap Instansi 

1. Untuk meningkatkan kedisiplinan kerja, seharusnya instansi 

memberikan sanksi atau tindakan secara tegas ketika seorang pegawai 

terbukti salah atau lalai dalam melaksanakan tugasnya. Dengan tujuan 

agar para pegawai tidak menyepelekan atas peraturan yang telah 

ditetapkan. Dengan adanya sanksi atau tindakan tegas yang mana 

sebagai peringatan sekaligus agar para pegawai tidak meniru atau 

melakukanya. 

2. Selain memberikan sanksi, memberikan penghargaan terhadap pegawai 

yang disiplin dalam melakukan pekerjaan juga sangat perlu agar 

memberikan semangat serta motivasi juga terhadap pegawai yang 

lainya. 

3. Instansi perlu meningkatkan sistem informasi agar layanan berbasis 

teknologi berjalan lebih efektif dan efisien. Selain untuk 

menghilangkan permasalahan prosedur yang panjang dan berbelit-belit, 

pemanfaatan teknologi informasi ini memudahkan serta mempercepat 

aktivitas pelayanan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa 

Tengah. 

4. Seharusnya instansi memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar 

memudahkan dalam pengajuan layanan beserta persyaratanya. 
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7.2.2.  Rekomendasi Terhadap Pegawai 

1. Setiap pegawai seharusnya mempunyai kesadaran untuk disiplin dalam 

melakukan pekerjaanya. 

2. Setiap pegawai harus patuh terhadap undang-undang atau peraturan 

yang telah ditetapkan. 

3. Diharapkan ada tim khusus untuk mewakili kepala sub bag atau pejabat 

yang berwenang dalam melakukan atau menyelesaiakan kebutuhan 

tanda tangan berkas-berkas. Sehingga tidak mengalami penumpukan 

atau keterlambatan apabila pejabat yang berwenang sedang tidak ada 

dikantor, dengan catatan berkas sudah memenuhi persyaratan. 

4. Setiap pegawai harus bertanggung jawab terhadap pekerjaanya, seperti 

menyelesaikan tugas dan menjaga berkas dengan baik. Karena 

masyarakat telah memberikan kepercayaanya atas kepentingan yang 

diberikan.  
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BAB VIII 

REFLEKSI DIRI 

8.1.  Hal Positif dari Perkuliahan yang Bermanfaat terhadap Pekerjaan     

Selama Aktivitas Magang 

Selama melakukan aktivitas magang di Kantorl Wilayah Kementerianl Agama 

Jawal Tengah, saya merasal ilmu yang saya terima pada saat perkuliahan sangat 

berguna dan bermanfaat. Berbekal teori dalam kemampuan bekerja sama dalam tim 

dan kepemimpinan membuat diri saya mempunyai percaya diri yang lebih untuk 

berkomunikasi dengan pegawai. 

Pendidikan islami dan karakterl yang sayal dapatkan selamal perkuliahan 

menjadikan sayal dapat berkomunikasil dengan sopan dan baikl terhadap para 

pegawai dan masyarakat atau pengguna layanan. Sikap merupakan hal yang penting 

karena saat kegiatan selama magang maupun diluar magang akan menghadapi 

banyak orang baru. Sikap yang baik bisa dilihat dari cara berpakaian hingga cara 

bertutur kata. 

8.2.  Manfaat Magang terhadap Pengembanagan Soft-Skill Mahasiswa 

Kegiatan magang dil Kantor Wilayahl Kementerian Agamal Jawa lTengah 

memberikan banyak pengembangan soft-skill terhadap diri saya. Dimana selamal 

kegiatan magangl saya dapatl meningkatkan kemampuanl berfikir danl beradaptasi 

terhadapl lingkungan sekitar yangl mana sangat asingl bagi mahasiswa. Pengetahuan 

dan pengalaman yang didapat selama magang sangat penting bagi mahasiswa 

dimana kelebihan dan kekurangan dapat diketahui selama kegiatan magang.  
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Kegiatan magang ini dapat melatih atau mengasah soft-skill mahasiswa sehingga 

siap dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Manfaat magang dalam 

pengembangan soft-skill mahasiswa adalah sebagai berikut. 

1. Ketelitian dalam memasukan data-data pengajuan masyarakat yang begitu 

banyak. Hal ini bermanfaat bagi mahasiswa untuk melatih fokus dan 

ketelitian. 

2. Belajar cara berkomunikasi agar lebih baik dan sopan. Karena selama 

pelaksanaan magang dapat berinteraksi secara langsung dengan para 

pegawai dan melayani banyak masyarakat. 

3. Denganl berbagai kesempatanl yang telahl diberikan oleh instansi lselama 

kegiatan magang, menjadikan sayal sadar bahwal masih lbanyak 

kemampuan yangl perlu diasahl lagi untukl menutupi kekuranganl yang lsaya 

miliki, sepertil kurangnya pengetahuan terhadap sistem pengoperasian dan 

kurangnya percaya diri untuk menghadapi banyak orang. 
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